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BUPATI KAPUAS HULU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DAN PETA PENGAWASAN 

TAHUN 2019 

BUPATI KAPUAS HULU, 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR      134       TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

Menimbang : 

 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja 

Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu 

dan Peta Pengawasan Tahun 2019; 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 
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 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  sebagaimana  

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2017; 

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas 

Hulu; 
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Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal                           
 

 
BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 
 

A.M. NASIR 
 

 
 
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. 
 

2. 
3. 

 
4. 
 

Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak; 
u.p. Kepala Biro Hukum; 

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

di Putussibau; 
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di 
Putussibau. 

 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

   

 
 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  
 

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat 

Kabupaten Kapuas Hulu dan  Peta Pengawasan Tahun 

2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. 
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